BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik pengasuhan anak yang
berkonflik dengan hukum dalam perspektif hukum keluarga Islam di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas Il Payakumbuh, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut pertama, keterlibatan keluarga dalam proses
pengasuhan anak di LPKA Payakumbuh masih bersifat parsial dan tidak merata.
Sebagian keluarga menunjukkan partisipasi aktif melalui kunjungan rutin,
komunikasi terjaga, dan dukungan moral yang konsisten. Namun sebagian lain
justru menunjukkan sikap acuh tak acuh bahkan memutus hubungan dengan anak.
Dalam hukum keluarga Islam, orang tua tetap berkewajiban menjalankan
tanggung jawab hadhanah meski anak berada dalam pembinaan negara.
Kewajiban nafkah, perhatian emosional, dan pendampingan .spiritualitas anak
tidak gugur hanya karena anak menjalani pidana. Lemahnya dukungan keluarga
terbukti berkorelasi negatif dengan keberhasilan reintegrasi sosial anak pasca
pembinaan, sebagaimana diungkap melalui data wawancara mendalam dengan
petugas dan anak di LPKA Payakumbuh.

Kedua, Anak melakukan tindak pidana sehingga menyandang status sebagai
anak yang berkonflik dengan hukum karena lemahnya pantauan orang tua
terhadap kegiatan yang dilakukan anaknya di luar rumah. Kondisi ini
menunjukkan betapa besar pengaruh lingkungan dan pengawasan keluarga
terhadap perilaku anak; tanpa bimbingan dan pengawasan yang memadai, anak
mudah terjerumus pada pergaulan negatif, perbuatan melanggar hukum, atau
keputusan impulsif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Peran orang tua
sangatlah penting dalam proses tumbuh kembang anak, karena pada masa kanak-
kanak dan remaja emosi serta penilaian moral anak masih labil dan belum matang
untuk membedakan secara konsisten antara hal yang baik dan buruk.

Ketiga, hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak diantara sarana

prasarana, strategi yang digunakan untuk mengatasi hal tersebut yaitu menjalani
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kerjasama dengan instansi lain dan mengoptimalkan anggaran. Lalu pola asuh
orang tua, strategi yang dilakukan yaitu mengadakan pertemuan khusus orang tua
dengan anak. Selanjutnya kapasitas pembina, strategi yang dilakukan yaitu
mengoptimalkan pembina yang ada dan segera memberikan pelatihan pembina
sesuai dengan bidang binaannya. Terakhir motivasi berubah rendah, strategi yang

dihadapi yaitu memberikan pendekatan persuasif dan konseling berkala.

5.2 Implikasi
Hasil penelitian ini mengandung implikasi penting pada tataran teoritis

maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut ini.
5.2.1 Implikasi Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hukum
keluarga dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, khususnya terkait
dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini membuktikan bahwa
konsep pengasuhan tidak hanya relevan dalam konteks keluarga inti, melainkan
dapat diperluas secara konseptual untuk mencakup pengasuhan institusional oleh
negara. Temuan ini membuka ruang diskursus baru dalam kajian fikih munakahat
dan fikih jinayat tentang bagaimana negara menjalankan fungsi walayah terhadap
anak-anak yang berada dalam sistem pemasyarakatan. Selain itu, penelitian ini
memperkuat argumen bahwa pendekatan pluralisme hukum (legal pluralism) yang
mengakomodasi hukum Islam dan hukum positif .secara bersamaan adalah
keniscayaan dalam konteks negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5.2.2 Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini berimplikasi pada perlunya reformulasi
kebijakan pengasuhan di LPKA, terutama dalam mengintegrasikan pendekatan
hukum keluarga Islam ke dalam standar operasional prosedur (SOP) pembinaan
anak. Implikasi ini mencakup: (a) penguatan program bimbingan keagamaan
Islam yang terstruktur dan terukur; (b) pengembangan modul pembinaan berbasis
nilai-nilai tazkiyatun nafs untuk pembentukan karakter anak; (c) peningkatan
kapasitas petugas LPKA dalam memahami perspektif Islam tentang pengasuhan

anak; dan (d) perluasan program family engagement yang melibatkan keluarga
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secara aktif dalam proses rehabilitasi. Implikasi ini juga relevan bagi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam merumuskan kebijakan nasional yang lebih
sensitif ternadap nilai-nilai lokal dan keagamaan dalam penyelenggaraan LPKA di
daerah mayoritas Muslim.
5.2.3 Implikasi Kebijakan

Pada tataran kebijakan, penelitian ini mengimplikasikan perlunya
sinergitas antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Dinas
Sosial, dan lembaga-lembaga Islam lokal seperti MUI Kota Payakumbuh dan
Pondok Pesantren dalam mendukung program pembinaan ABH. Keberadaan
LPKA dalam wilayah hukum adat Minangkabau yang sangat kental nilai-nilai
Islam-nya memberikan peluang besar untuk mengembangkan model pengasuhan
ABH berbasis kearifan lokal (local wisdom) yang berpijak pada falsafah "Adat
Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Model ini dapat menjadi prototipe
nasional pengasuhan ABH yang bernilai khas Indonesia sekaligus compatible

dengan standar internasional perlindungan anak.

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan. kesimpulan dan implikasi yang telah dipaparkan, peneliti
mengajukan rekomendasi kepada berbagai pemangku kepentingan sebagai
berikut:
5.3.1 Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Kementerian IMIPAS direkomendasikan untuk melakukan revisi terhadap
Peraturan IMIPAS tentang standar pembinaan di LPKA dengan memasukkan
dimensi nilai-nilai hukum keluarga Islam sebagai salah satu pilar pendekatan
pembinaan, khususnya untuk LPKA yang berada di daerah dengan populasi
Muslim mayoritas. Pemerintah daerah Kota Payakumbuh dan Provinsi Sumatera
Barat perlu mengalokasikan anggaran yang memadai untuk program kolaboratif
antara LPKA dan lembaga-lembaga pendidikan Islam serta lembaga sosial
keagamaan setempat. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPALI)
direkomendasikan untuk memasukkan indikator berbasis nilai keagamaan dalam

instrumen pemantauan standar pengasuhan di LPKA di seluruh Indonesia.
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5.3.2 LPKA Kelas Il Payakumbuh

Kepada pimpinan dan staf LPKA Kelas Il Payakumbuh, peneliti
merekomendasikan: (a) pembentukan tim pembinaan multidisiplin yang
mencakup konselor psikologis, ustadz/pendidik agama, pekerja sosial, dan
perwakilan keluarga; (b) pengembangan program "Sekolah Keluarga™ yang
memberikan edukasi kepada orang tua/wali anak binaan tentang hak dan
kewajiban mereka menurut hukum positif dan hukum Islam; (c) penerapan
program mentoring berbasis pesantren melalui kerjasama dengan pondok
pesantren di Kota Payakumbuh untuk penguatan nilai-nilai spiritual anak; (d)
pembuatan sistem dokumentasi yang sistematis terhadap perkembangan anak
binaan yang mencakup aspek spiritual, intelektual, sosial, dan emosional sebagai
bentuk akuntabilitas pengasuhan; serta (e) penguatan program reintegrasi sosial
pra-bebas yang melibatkan keluarga, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan
setempat.
5.3.3 Keluarga Anak Berkonflik dengan Hukum

Untuk orang tua dan keluarga anak yang berkonflik dengan hukum, peneliti
merekomendasikan agar tidak melepaskan tanggung jawab pengasuhan hanya
karena anak berada dalam pembinaan negara. Dalam perspektif Islam, kewajiban
hadhanah orang tua tidak gugur selama masa pidana anak berlangsung.
Kunjungan rutin, komunikasi yang hangat, doa, dan dukungan moral adalah
bentuk-bentuk pengasuhan yang tetap dapat dilakukan dan-terbukti berpengaruh
signifikan terhadap keberhasilan = rehabilitasi. anak. Orang tua juga
direkomendasikan untuk mengikuti program konseling keluarga yang disediakan
oleh LPKA maupun lembaga sosial setempat guna meningkatkan kualitas relasi
orang tua-anak.
5.3.4 Akademisi dan Peneliti

Untuk kalangan akademisi, penelitian ini merekomendasikan perlunya
pengembangan lebih lanjut kajian-kajian interdisipliner yang mengintegrasikan
hukum keluarga Islam, kriminologi, psikologi anak, dan kebijakan publik dalam
membahas isu perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Secara khusus,

peneliti  mendorong dilakukannya penelitian lanjutan dengan pendekatan
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komparatif antar-LPKA di berbagai provinsi di Indonesia untuk memetakan
variasi praktik dan model pengasuhan yang ada, serta penelitian kuantitatif yang
mengukur dampak integrasi nilai-nilai Islam terhadap tingkat keberhasilan
rehabilitasi anak secara terukur.

5.4 Keterbatasan Studi

Penelitian ini telah dilaksanakan dengan upaya maksimal untuk mencapai
objektivitas dan kedalaman analisis. Namun demikian, peneliti menyadari adanya
sejumlah keterbatasan yang perlu diakui secara jujur agar pembaca dapat
memposisikan temuan penelitian ini secara proporsional.

Pertama, keterbatasan ruang lingkup geografis. Penelitian ini hanya
dilakukan di satu lembaga, yaitu LPKA Kelas Il Payakumbuh, sehingga
generalisasi temuan ke LPKA lain di Indonesia perlu dilakukan dengan kehati-
hatian. Setiap LPKA memiliki konteks sosial, budaya, dan sumber daya yang
berbeda-beda, sehingga temuan di Payakumbuh belum tentu berlaku secara
universal.

Kedua, keterbatasan akses informan. Beberapa anak binaan yang
berpotensi menjadi informan kunci tidak dapat diwawancarai karena alasan
psikologis dan prosedur perlindungan anak yang ketat. Hal ini memengaruhi
kelengkapan data perspektif dari sudut pandang langsung anak sebagai subjek
pengasuhan.

Ketiga, keterbatasan data “longitudinal. Penelitian ini bersifat cross-
sectional sehingga tidak mampu memotret perubahan dinamis dalam pola
pengasuhan sepanjang waktu. Diperlukan penelitian longitudinal untuk
memahami secara lebih komprehensif bagaimana kualitas pengasuhan di LPKA
berpengaruh terhadap trajektori kehidupan anak pasca-pembinaan.

Keempat, Kketerbatasan perspektif komparatif. Penelitian ini tidak
melakukan perbandingan langsung dengan LPKA di provinsi lain yang memiliki
karakteristik berbeda, sehingga keunikan model pengasuhan berbasis nilai Islam
di LPKA Payakumbuh belum dapat dikontraskan secara sistematis dengan model

alternatif lainnya.
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